SALINAN

BUPATI MAGETAN
PROVINSI JAWA TIMUR

PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN

NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG

PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN, DAN

Menimbang :

Mengingat

PENATAAN PASAR

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI MAGETAN,

a. bahwa guna mengembangkan perlindungan dan pembinaan

1.

Pasar Tradisional serta penataan Pasar Modern diperlukan

kemitraan antara Pasar Modern dengan Pasar Tradisional,

.bahwa beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang
Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar
sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pembinaan,
dan Penataan Pasar perlu diubah dan disesuaikan dengan

perkembangan dan kebutuhan masyarakat;

. bahwa berdasarkan pertimbangan dimaksud pada huruf a,

dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Daerah tentang
Perubahan Kedua Atas Peraturan Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan,

Pembinaan, dan Penataan Pasar;

Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik
Indonesia Tahun 1945;

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 1950 tentang

Pembentukan Daerah-Daerah Kabupaten dalam



Lingkungan Propinsi Jawa Timur (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 1950 Nomor 41), sebagaimana telah
diubah dengan Undang Undang Nomor 2 Tahun 1965
tentang Perubahan Batas Wilayah Kotapraja Surabaya dan
Dati II Surabaya dengan mengubah Undang Undang Nomor
12 Tahun 1950 tentang Pembentukan Daerah Daerah
Kabupaten di Lingkungan Propinsi Jawa Timur dan
Undang-Undang Nomor 16 Tahun 1950 Tentang
Pembentukan Daerah- Daerah Kabupaten Kota Besar dalam
lingkungan Propinsi Jawa Timur, Jawa Tengah, Jawa Barat
dan Daerah Istimewa Jogjakarta (Lembaran Negara
Republik Indonesia Tahun 1965 Nomor 19, Tambahan
Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 2730);

. Undang-Undang Nomor 3 Tahun 1982 tentang Wajib Daftar
Perusahaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1982 Nomor 7, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3124);

. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 1999 Tentang Larangan
Praktek Monopoli Dan Persaingan Usaha Tidak Sehat
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor
33, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3817);

. Undang-Undang Nomor 13 Tahun 2003 tentang
Ketenagakerjaan (Lembaran Negara Republik Indonesia
Tahun 2003 Nomor 39, Tambahan Lembaran Negara
Republik Indonesia Nomor 4279);

. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2008 tentang Usaha
Mikro, Kecil dan Menengah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2008 Nomor 93, Tambahan Lembaran
Negara Rebublik Indonesia Nomor 4866);

. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2009 tentang
Perlindungan dan  Pengelolaan Lingkungan  Hidup
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2009 Nomor
140, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia
Nomor 5059);

. Undang-Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang
Pembentukan Peraturan Perundang-Undangan (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 82,

Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
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10.

11.

12.

13.

14.

4389) sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang
Nomor 15 Tahun 2019 tentang Perubahan Atas Undang
Undang Nomor 12 Tahun 2011 tentang Pembentukan
Peraturan = Perundang-Undangan (Lembaran  Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 183, Tambahan

Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6398);

. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang

Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana
diubah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang
Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas
Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2015 Nomor 58, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 5679)

Peraturan Pemerintah Nomor 44 Tahun 1997 tentang
Kemitraan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun
1997 Nomor 91, Tambahan Lembaran Negara Republik
Indonesia Nomor 3718);

Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 1998 tentang
Pembinaan dan Pengembangan Usaha Kecil (Lembaran
Negara Republik Indonesia Tahun 1998 Nomor 46,
Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
3743);

Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2017 tentang
Pembinaan dan Pengawasan Penyelenggaraan
Pemerintahan Daerah  (Lembaran Negara Republik
Indonesia Tahun 2017 Nomor 73, Tambahan Lembaran
Negara Republik Indonesia Nomor 6041);

Peraturan Pemerintah Nomor 24 Tahun 2018 tentang
Pelayanan Berusaha Terintegrasi Secara Elektronik
(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor
90, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor
6215);

Peraturan Presiden Nomor 112 Tahun 2007 tentang
Penataan dan Pembinaan Pasar Tradisional Pusat

Perbelanjaan dan Toko Modern;



15.

16.

17.

18.

19.

20.

21.

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 68 /M-
DAG/PER/10/2012 tentang Waralaba untuk Jenis Usaha
Toko Modern;

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 70/ M-
DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Menteri
Perdagangan Nomor 56/M-DAG/PER/9/2014 tentang
Perubahan Atas Peraturan Menteri Perdagangan Nomor
70/M-DAG/PER/12/2013 tentang Pedoman Penataan dan
Pembinaan Pasar Tradisional, Pusat Perbelanjaan dan Toko
Modern;

Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015
tentang Pembentukan Produk Hukum Daerah (Berita Negara
Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 2036) sebagaimana
telah diubah dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor
120 Tahun 2018 tentang Perubahan Atas Peraturan Menteri
Dalam Negeri Nomor 80 Tahun 2015 tentang Pembentukan
Produk Hukum Daerah (Berita Negara Republik Indonesia
Tahun 2019 Nomor 157);

Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 76 Tahun 2018
tentang Penyelenggaraan Pendaftaran Perusahaan (Berita
Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 937);
Peraturan Menteri Perdagangan Nomor 77 Tahun 2018
tentang Pelayanan Perizinan Berusaha Terintegrasi Secara
Elektronik di Bidang Perdagangan (Berita Negara Republik
Indonesia Tahun 2018 Nomor 938);

Peraturan Daerah Provinsi Jawa Timur Nomor 3 Tahun
2008 tentang Perlindungan, Pemberdayaan Pasar
Tradisional dan Penataan Pasar Modern Provinsi Jawa
Timur (Lembaran Daerah Provinsi Jawa Timur Tahun 2008
Nomor 2 Seri E);

Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012
tentang Perlindungan, Pembinaan dan Penataan Pasar
(Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2012 Nomor
6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Nomor
17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2013 tentang

Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan
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Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pembinaan dan
Penataan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan
Tahun 2013 Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah

Kabupaten Magetan Nomor 30);

Dengan Persetujuan Bersama
DEWAN PERWAKILAN RAKYAT DAERAH KABUPATEN MAGETAN
dan

BUPATI MAGETAN

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN DAERAH TENTANG PERUBAHAN KEDUA ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 6
TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN, DAN
PENATAAN PASAR.

Pasal I

Beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten Magetan
Nomor 6 Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pembinaan dan
Penataan Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun
2012 Nomor 6, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 17) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan
Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2013 tentang
Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6
Tahun 2012 tentang Perlindungan, Pembinaan dan Penataan
Pasar (Lembaran Daerah Kabupaten Magetan Tahun 2013
Nomor 3, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Magetan

Nomor 30), diubah sebagai berikut:
1. Ketentuan Pasal 19 ayat (1) huruf a dan huruf b, ayat (3) huruf c
diubah sehingga Pasal 19 berbunyi sebagai berikut:

Pasal 19

(1) Jam kerja Hypermarket, Department Store, dan
Supermarket adalah:
a. untuk hari Senin sampai dengan Jum’at, pukul
10.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;



b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 10.00 WIB
sampai dengan pukul 23.00 WIB;

(2) Untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari
tertentu lainnya, Jam kerja Hypermarket, Department
Store, dan Supermarket sebagaimana dimaksud pada
ayat (1) adalah sampai dengan pukul 24.00 WIB.

(3) Jam kerja Minimarket adalah:

a. untuk hari Senin sampai dengan Jum’at, pukul
09.00 WIB sampai dengan pukul 22.00 WIB;

b. untuk hari Sabtu dan Minggu, pukul 09.00 WIB
sampai dengan pukul 23.00 WIB;

c. untuk hari besar keagamaan, libur nasional atau hari
tertentu lainnya, pukul 09.00 WIB sampai dengan
pukul 05.00 WIB pada hari berikutnya.

2. Diantara Pasal 23 dan Pasal 24 disisipkan 1 (satu) Pasal
yakni Pasal 23A sehingga berbunyi sebagai berikut:

Pasal 23A

(1) Dalam keadaan tertentu, Pemerintah Daerah dapat
menghentikan penerbitan Izin Usaha Toko Modern
untuk kurun waktu tertentu.

(2) Keadaan tertentu sebagaimana dimaksud pada ayat (1)
berdasarkan pertimbangan antara lain:

a. jumlah dan persebaran Toko Modern yang telah ada;

b. kepatuhan pengelola  Toko Modern dalam
menjalankan peraturan perundang-
undangan;dan/atau

c. dampak atas keberadaan Toko Modern bagi
perekonomian masyarakat, pasar tradisional, dan
usaha mikro, kecil dan menengah.

(3) Bupati dapat membentuk Tim untuk melakukan kajian
dan rekomendasi kebijakan atas penghentian

penerbitan izin sebagaimana dimaksud pada ayat (1).

3. Ketentuan ayat (2) Pasal 30 diubah sehingga Pasal 30

berbunyi sebagai berikut:



Pasal 30

(1) Setiap pengelola Pasar Tradisional dan wusaha Pasar

Modern mempunyai kewajiban:

a.

menjalin kemitraan dengan UMKM daerah dan
Koperasi untuk pengelolaan usaha pasar skala besar,
menengah dan kecil;

mentaati ketentuan sebagaimana ditetapkan dalam
izin penyelenggaraan usaha pasar dan peraturan yang
berlaku, khususnya mengenai perpajakan, retribusi
serta larangan praktek monopoli dan persaingan
usaha tidak sehat;

meningkatkan mutu pelayanan dan menjamin
kenyamanan konsumen;

menjaga keamanan dan ketertiban tempat usaha;
memelihara kebersihan, keindahan lokasi dan
kelestarian lingkungan tempat usaha;

mencegah setiap orang yang melakukan kegiatan
perjudian dan perbuatan lain yang melanggar
kesusilaan serta ketertiban umum di tempat
usahanya,;

mencegah penggunaan tempat usaha untuk kegiatan
peredaran pemakaian minuman keras, obat-obatan
terlarang serta barang-barang terlarang lainnya;
menyediakan sarana kesehatan, sarana persampahan
dan drainase, kamar mandi, dan toilet serta musholla
bagi karyawan dan konsumen;

memberikan kesempatan kepada karyawan dan
konsumen untuk melaksanakan ibadah;

mentaati perjanjian serta menjamin keselamatan,
kesehatan dan kesejahteraan karyawan;

menyediakan alat pemadam kebakaran yang siap
pakai dan mencegah kemungkinan terjadinya bahaya
kebakaran di tempat usaha,;

bagi Pasar Modern wajib menerbitkan dan
mencantumkan daftar harga yang ditulis dalam

rupiah;



m. menyediakan tempat untuk pos ukur ulang dan

pengaduan konsumen;

menjamin site plan area Pasar Tradisional tidak
berubah sesuai dengan hasil kajian teknis;
menyediakan fasilitas parkir kendaraan bermotor dan
tidak bermotor yang memadai di dalam area
bangunan dengan memperhitungkan luas areal parkir

sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

(2) Selain berkewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat

(1), Pasar Modern wajib:

a.

menyisihkan  sebagian keuntungannya  kepada
masyarakat lingkungan sekitar sebagai bentuk
tanggung jawab sosial perusahaan ke masyarakat;

menjalin kemitraan dengan UMKM Daerah dan
Koperasi paling sedikit 5% (lima persen) dan paling

banyak 10% (sepuluh persen);

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara pelaksanaan

kewajiban sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan

ayat (2) diatur dalam Peraturan Bupati.

4. Ketentuan Pasal 31 diubah sehingga Pasal 31 berbunyi

sebagai berikut:

Pasal 31

(1) Setiap pengelola pasar tradisional dan/atau usaha pasar

(2)

modern yang melanggar ketentuan sebagaimana

dimaksud dalam Pasal 30 ayat (1) dan ayat (2) dikenakan

sanksi administratif.

Sanksi administratif sebagaimana dimaksud pada ayat

(1) berupa:

a.

=

=0 a0

teguran lisan;

teguran tertulis;

penghentian sementara kegiatan;
penghentian tetap kegiatan;
pencabutan sementara izin;
pencabutan tetap izin;

denda administratif; dan/atau
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h. sanksi administratif lain sesuai dengan ketentuan
peraturan perundang-undangan.

(3) Ketentuan lebih lanjut mengenai tata cara, dan prosedur

penerapan sanksi administratif sebagaimana

dimaksud pada ayat (1) diatur dalam Peraturan Bupati.

Pasal II

Peraturan Daerah ini mulai berlaku pada tanggal
diundangkan.

Agar setiap orang dapat mengetahuinya, memerintahkan
pengundangan Peraturan Daerah ini dengan penempatannya

dalam Lembaran Daerah Kabupaten Magetan.

Ditetapkan di Magetan
pada tanggal 23 Februari 2021

BUPATI MAGETAN,
TTD
SUPRAWOTO

Diundangkan di Magetan

pada tanggal 23 Februari 2021

SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN MAGETAN,

TTD
HERGUNADI

LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN TAHUN 2021 NOMOR 3

NOREG PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN PROVINSI JAWA TIMUR
NOMOR:16-3/2021
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PENJELASAN
ATAS
PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 3 TAHUN 2021
TENTANG
PERUBAHAN KEDUA ATAS PERATURAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN
NOMOR 6 TAHUN 2012 TENTANG PERLINDUNGAN, PEMBINAAN, DAN
PENATAAN PASAR

I. UMUM

Dalam rangka memberikan perlindungan dan pembinaan Pasar
Tradisional serta penataan Pasar Modern agar pasar mampu berkembang,
melalui kemitraan antara Pasar Modern dengan Pasar Tradisional, telah
ditetapkan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012
Tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar sebagaimana telah
diubah dengan Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2013
tentang Perubahan Atas Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6
Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar.

Seiring perkembangan kebutuhan masyarakat yang terus
meningkat, beberapa ketentuan dalam Peraturan Daerah Kabupaten
Magetan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang Perlindungan, Pembinaan, dan
Penataan Pasar sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Daerah
Kabupaten Magetan Nomor 3 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas
Peraturan Daerah Kabupaten Magetan Nomor 6 Tahun 2012 Tentang
Perlindungan, Pembinaan, dan Penataan Pasar sudah tidak sesuai lagi
dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat,sehingga perlu dilakukan

perubahan kembali.

II. PASAL DEMI PASAL
Pasal I
Angka 1
Pasal 19
Cukup jelas.
Angka 2
Pasal 23A
Ayat (1)
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Yang dimaksud dengan  “dapat menghentikan
penerbitan Izin Usaha Toko Modern” berlaku untuk izin
usaha baru.
Ayat (2)
Cukup jelas.
Ayat (3)
Cukup jelas.
Angka 3
Pasal 30
Cukup jelas.
Angka 4
Pasal 31
Cukup jelas.

Pasal II

Cukup jelas.

TAMBAHAN LEMBARAN DAERAH KABUPATEN MAGETAN NOMOR 106
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